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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apa faktor penyebab dan upaya
penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa
Manambin dan mengapa hukuman Kepala Desa Manambin lebih ringan dari
tuntutan jaksa yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan Pengadilan Negri
Medan No. 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan/empiris di
Pengadilan Negri Medan Kelas IA Khusus dengan mengambil data primer yaitu
wawancara langsung dengan Bapak As’ad Rahim Lubis, S.H, M.H., Hakim
Pengadalian Negeri Medan Kelas TA Khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ESL selaku Kepala Desa Manambin di
Kabupaten Mandailing Natal ialah tidak melakukan atau membuat laporan
keuangan desa sehingga tidak teraudit, selain itu tidak adanya pengawasan dari
inspektorat yang mengawasi Kepala Desa dalam menerima Dana Desa dan
laporannya di akhir tahun. Dalam penanganan kasus korupsi, hakim mempunyai
kemandirian dan kebebasan dalam menjatuhkan sanksi. Kemandirian dan
kebebasan tersebut tentu dalam batas-batas tertentu. Dengan kebebasan tersebut
hakim ada kemungkinan memutus melebihi tuntutan JPU. Dari hasil penelitian,
soal pertimbangan keadilan bisa jadi kedudukan terdakwa menjadi hal yang harus
dipertimbangkan. Dengan kedudukan yang tinggi, tugas dan tanggung jawab yang
berat sekaligus ditunjang dengan kesejahteraan dalam jabatan tersebut, mestinya
tidak melakukan korupsi, akan tetapi ternyata juga masih melakukanya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Dana Desa
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORRUPTION BY THE HEAD OF
MANAMBIN VILLAGEMANDAILING NATAL DISTRICT

(Case Study of Decision Number 125/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn)

By:

Indra Hutagalung*
Sahata Manalu SH., M.H**
Muhammad Akbar Siregar SH., M.H**

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what are the causal factors and
countermeasures against corruption crimes committed by the Manambin Village
Head and why the sentence of the Manambin Village Head is lighter than the
prosecutor's charges imposed by the judge in Medan District Court Decision No.
125/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

This type of research was conducted by field/empirical research at the
Medan State Court Class [A Special by taking primary data, namely direct
interviews with Mr. As'ad Rahim Lubis, S.H, M.H., Judge of the Medan State
Court Class 14 Special.

The results of this study indicate that the factors causing the criminal act
of corruption committed by the defendant ESL as the Head of Manambin Village
in Mandailing Natal Regency were not conducting or making village financial
reports so that they were not audited, in addition to the absence of supervision
from the inspectorate who supervised the Village Head in receiving Village Funds
and reports at the end of the year In handling corruption cases, judges have
independence and freedom in imposing sanctions. This independence and freedom
is of course within certain limits. With this freedom, the judge may decide to
exceed the prosecutor's demands. From the research results, the matter of justice
considerations may be the position of the defendant is something that must be
considered. With a high position, heavy duties and responsibilities as well as
being supported by the welfare of the position, they should not commit corruption,
but apparently they still do.

Keywords: Criminal Liability, Corruption, Village Fund
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